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PUTUSAN
Nomor : 56/Pdt.P/2019/PA.Mkd
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di

bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun
XXXXX RT.002/RW.001, Desa XXXXX,
Kecamatan Candimulyo, Kabupaten
Magelang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29
Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid
Nomor : 56/Pdt.P/2019/PA.Mkd mengajukan permohonan Dispensasi Kawin
untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :
Nama - XXXXX
Tanggal lahir : Magelang, 13 Agustus 2002 (16 tahun 9 bulan);

Agama . Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun XXXXX RT.002/RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan

Candimulyo, Kabupaten Magelang.
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Dengan calon isterinya :
Nama T XXXXX
Tanggal lahir : Magelang,15 September 2002 (16 tahun 8 bulan);

Agama : Islam

Pekerjaan : belum bekerja

Pendidikan :SD

Alamat : Dusun Kebonrejo Ill, RT. 003, RW. 006, Desa Kebonrejo,

Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.
Yang dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo,Kabupaten Magelang.

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud
tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo,
Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: 29/Kua.11.08.03/Pw.01/05/2019
tertanggal 21 Mei 2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena
keduanya telah bertunangan kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan
mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan
terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang berlarut-
larut apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka, dan telah akil baligh serta sudah
siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama
XXXXX untuk menikah dengan XXXXX dihadapan petugas pencatat
perkawinan KUA Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir
menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar
mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia
nikah, dan menunggu agar mencapai umur yang ditentukan oleh undang-
undang baru kemudian dinikahkan akan tetapi tidak berhasil, kemudian
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari anak
Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang selengkapnya sebagaimana
tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan
XXXXX namun kehendak pernikahan tersebut telah ditolak oleh Penghulu
Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, karena

anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon hadir dan Majelis
telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk
menikahkan anaknya yang masih di bawah umur namun tidak berhasil,
kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon vyang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama XXXXX baru

berumur 16 tahun lebih 9 bulan masih kurang banyak dari umur minimal yang
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ditentukan oleh undang-undang untuk menikah bagi laki-laki yaitu 19 tahun

(masih kurang 2 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa dispensasi kawin secara sederhana dapat diartikan
sebagai mohon kemurahan, yang semestinya belum boleh menikah agar
diperbolehkan menikah.

Menimbang, bahwa yang namanya mohon kemurahan semestinya tidak
boleh terlalu banyak;

Menimbang, bahwa selain itu dispensasi kawin di Kabupaten Magelang
menjadi keprihatinan Bupati karena terlalu banyak dan diharapkan semua pihak
sesuai dengan kewenangannya berperan untuk mengerem laju dispensasi

kawin agar perkawinan di bawah umur dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagimana dimaksud dalam
pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah);

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai tujuan perkawinan
sebagaimana telah disebutkan, calon suami dan calon isteri harus memenuhi
berbagai persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan,
diantaranya calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 7 (1) UU No. 1 tahun 1974/pasal
15 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembatasan usia minimal
perkawinan tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan
keturunan mereka (penjelasan pasal 7 (1) UU No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Majelis berpendapat bahwa
batasan wusia minimal perkawinan yang ditentukan undang-undang
dimaksudkan agar calon suami dan calon isteri siap secara fisik dan psikis

mengemban tugas berat sebagai kepala/ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar menghalalkan
hubungan kelamin (seksual), tetapi lebih dari itu setelah perkawinan
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dilangsungkan sejak saat itu timbul kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan suami dan isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai
dengan pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 80 sampai dengan pasal 84

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bahkan berdasarkan pasal 26 (c) UU No. 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak mereka pada

usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, pertama
dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya
perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini:
MENGGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal
21 Syawal 1440 H oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Hakim Ketua Majelis,
dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag Serta Rajiman, S.H.l, M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan
oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum,
dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Asroni, S.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis
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Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Masrukhin, S,H., M.Ag Rajiman, S.,I.,M.H.

Panitera Pengganti

Asroni, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara :Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp 135.000,-
4. PNBP Panggilan :Rp 10.000;
5. Biaya Hak Redaksi :Rp  10.000,-
6. Biaya Materai :Rp 6.000,-
Jumlah :Rp 241.000,-
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